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Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

Balai
Sertifikasi

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 36 -TAHUN 2#21

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 20
ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Kudus Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017
tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus;

b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Arsip
Nasional tanggal 19 April 2021 Nomor B-PK. 02.09/
19/2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus,
terdapat penambahan Jadwal Retensi Arsip sehingga
perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 51
Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1275);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1276);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum
dan Keamanan Urusan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1383);
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Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian
Urusan Perencanaan Pembangunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan
Rakyat Urusan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 364);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 875),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 322);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan
Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 195);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
319);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Bupati Kudus-Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2017 Nomor 39), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14);
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20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2020 Nomor 51);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Arsip Nasional tanggal 13 Juli 2020 Nomor
B-PK.02.09/75/2020 Hal Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kudus;

2. Surat Kepala Arsip Nasional tanggal 19 April 2021 Nomor
B-PK.02.09/19/2021 Hal Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor
51 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Jadwal Retensi Arsip terdiri dari:
a. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif; dan
b. Jadwal Retensi Arsip Substantif.

(2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan sebagai
pedoman dalam penyusutan Arsip yang berkaitan
dengan Arsip Fasilitatif di lingkungan Pemerintah
Daerah meliputi:

a. Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian;

b. Arsip Fasilitatif Keuangan; dan

c. Arsip Fasilitatif Hukum.

(3) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan
sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip yang
berkaitan dengan Arsip Substantif di lingkungan
Pemerintah Daerah meliputi:

a. Arsip Urusan Lingkungan Hidup;

b. Arsip Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Arsip Urusan Perpustakaan;

d. Arsip Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
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Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
Arsip Urusan Kearsipan,;
Arsip Urusan Kepegawaian;
Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
Arsip Urusan Pertanian,;
Arsip Urusan Perdagangan;
Arsip Urusan Penanaman Modal;
Arsip Urusan Ketenagakerjaan;
. Arsip Urusan Perencanaan Pembangunan;
Arsip Urusan Sosial;
Arsip Urusan Kesehatan,;
Arsip Urusan Kepemudaan dan Olahraga; dan
Arsip Urusan Pengadaan.
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2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya ; Ditetapkan di Kudus
;..;o.g ___Jabatan. ﬁ Paraf | pada tanggal ‘5 Cktober z.21
il w
I P Wl HARTOPO

Diundangkan di Kudus

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
SAM’ANI INTAKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2g21 NOMOR 36,
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RETENSI ARSIP
NO JENIS/SERIES ARSIP KETERANGAN
AKTIF INAKTIF

1 2 3 4 S
F |Hukum dan Penyelesaian Sanggah

1. Bantuan hukum/konsultasi hukum /advokasi 2 Tahun setelah inkracht 3 Tahun Musnah

- Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha
negara dan agama)
2. Penanganan Permasalahan Hukum 2 Tahun setelah inkracht 3 Tahun Permanen
a) Penanganan permasalahan kontrak

1) Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa

b) Keterangan ahli

1) Keterangan ahli barang dan jasa
2) Keterangan ahli pekerjaan konstruksi

2) Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi
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AG. HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

HARTOPO
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